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ABSTRAK Do

CATATAN Do

Keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-
undangan. Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang
selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika
peraturan perundang-undangan perlu ditinjau kembali.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32
Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan
Pelaporan = Keuangan  Pemerintah  Daerah, Penyusunan  Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah,
Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah,
Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Pemerintahan
Berbasis elektronik, Ketentuan Penutup.
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